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ABSTRAK 
Nama : Agustiawan 
NIM : 10300112013 
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan     
Judul  : Analisis Tindak Pidana Perzinahan  (Studi Komparatif antara 
                          Hukum Islam dan Hukum Nasional). 
 
Tujuan penelitian untuk mengetahui tindak pidana perzinahan menurut 
hukum Islam dan hukum nasional dan untuk mengetahui perbandingan tindak 
pidana perzinahan menurut hukum Islam dan hukum nasional. Al-Qur’an secara 
jelas melarang tindak pidana perzinahan dalam QS al-Isra’/ 17: 32, menjelaskan 
tentang larangan mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 
yang keji dan suatu jalan yang buruk dan QS al-Nur /24: 2, menjelaskan tentang 
hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku zina. 
Untuk menjawab permasalahan di atas, digunakan penelitian berupa 
Library Research (Penelitian Pustaka) dengan menggunakan pendekatan teologi 
normatif (Hukum Islam) dan yuridis normatif (Hukum Nasional). Adapun sumber 
data yang digunakan yaitu sumber data primer yang merupakan dokumen 
peraturan yang bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, 
data sekunder berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan dan data 
tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan-
keterangan seperti kamus. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data 
dengan cara identifikasi yaitu mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan 
kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian, reduksi data dalam hal ini 
memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan. Metode pengolahan 
dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang 
dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memilah-milahnya menjadi satuan 
yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan 
data-data yang berasal dari literatur bacaan. 
Setelah mengadakan pembahasan tentang tindak pidana perzinahan 
penyusun menemukan hasil penelitian bahwa hukum Islam memandang perbuatan 
zina sebagai hal yang melanggar norma dan nilai-nilai kesusilaan dalam 
masyarakat, hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah 
sebagai zina, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama 
suka atau tidak. 
Nilai-nilai yang saat ini mengatur mengenai perzinahan (pasal 284 KUHP) 
sangat bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang berKe-Tuhanan, sehingga 
banyak dampak buruk yang terus meningkat dari perbuatan yang menjijikan ini. 
dan apabila masih dilanjutkan, maka dampak buruk tersebut tentunya akan terus 
meningkat. Maka dari itu hukum Islam dianggap dapat memberikan jawaban serta 
solusi yang relevan dan komperhensif di dalam pengaturan tindak pidana 
perzinahan. 
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Implikasi dari penelitian ini adalah 1. Bagi warga negara Indonesia untuk 
menghindari tindak pidana perzinahan maka ada baiknya jika lebih memperdalam 
ilmu agama karena dengan pemahaman agama yang kuat maka kita dapat 
menghindari tindak pidana tersebut. 2. Para orang tua agar menjaga dan 
memelihara anak-anaknya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke 
dalam kerusakan. 3. Jauhi tempat-tempat yang dapat mengantarkan kita kepada 
perzinahan misalnya, Bar, kos-kosan yang campur antara laki-laki dan 
perempuan, tempat karaokean, dll. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perzinahan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di 
Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih 
beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya pancasila sebagai dasar, ideologi dan 
falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah 
perzinahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan 
yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah.
1
 Sikap tersebut 
merupakan indikasi atau tanda bahwa masyarakat Indonesia khususnya ummat Islam 
semakin jauh dari hukum Islam. Islam adalah agama yang sarat dengan nilai moral. 
Oleh karena itu, pergaulan pria dan wanita memiliki batasan-batasan yang jelas dalam 
syariat atau hukum Islam. 
Asas-asas hukum pidana Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang 
larangan perzinahan telah terkandung dalam al-Qur’an dan hadist Rasulullah SAW, baik 
secara eksplisit maupun implisit. Secara umum hukum Islam merupakan syariat Allah 
yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia  baik di dunia maupun di 
                                                          
1
Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari 
Hukum Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 1. 
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akhirat.
2
 Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina 
dan mengancamnya, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama 
suka atau tidak.
3
 Seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual 
secara halal disebut pezina muhsan dan orang yang melakukan zina tetapi belum pernah 
melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya, meskipun telah menikah disebut 
pezina gairu muhsan.
4
 Jadi ada perbedaan pengaturan secara jelas mengenai zina dalam 
hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).  
Menurut Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa perzinahan adalah hubungan 
seksual diluar nikah yang dilakukan oleh sepasang manusia berbeda kelamin, yang 
keduanya telah dewasa dan salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan pihak 
lain, penuntutan hanya dapat dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami 
atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut.
5
 Larangan 
hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah 
zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah 
seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut pasal 286 KUHP juga termasuk orang 
yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan 
pingsan atau tidak berdaya. Seseorang dapat dikategorikan  sebagai pelaku zina yaitu 
terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang 
                                                          
2
Abdi Widjaja, Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat (Cet. 1; Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 33. 
3
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 3. 
4
Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Cet. 1; Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 77. 
5
 R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal 
Demi Pasal  (Bogor: Politea, 1996) h. 208. 
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perempuan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga olehnya bahwa perempuan 
tersebut belum berumur 15 tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas maka dapat 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan tersebut belum waktunya 
untuk dinikahi. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah 
pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Setiap 
persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah zina. 
Di samping itu, ketentuan larangan zina di Indonesia hanya berlaku bagi pasangan 
yang salah satunya atau keduanya terikat dalam perkawinan. Hukum pidana Indonesia 
tidak melarang adanya perzinahan yang terjadi antara orang yang berlainan jenis dan 
tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Selain itu tindak pidana perzinahan tergolong 
sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang mengadukan 
tindak pidana tersebut.
6
 Sehingga banyak konstruk perbedaan yang dimunculkan akibat 
ketentuan pidana dan jenis delik tersebut antara hukum nasional dan hukum Islam.  
Selain ketentuan hukuman bagi pezina sangatlah berat dibanding dengan 
ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP, hukum Islam juga tidak mengenal istilah 
aduan bagi praktek zina. Ini tentunya sangat berbeda dengan klasifikasi ketentuan delik 
zina yang tercantum dalam KUHP sebagai salah satu jenis delik aduan. Menurut hukum 
Islam perzinahan adalah tindak pidana murni tanpa ada klasifikasi jenis, dan siapapun 
yang melakukan tetap harus dihukum seperti ketentuan tersebut. Islam tidak mengenal 
istilah aduan dalam praktek perzinahan, siapapun yang melakukannya maka ketentuan 
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Leden Marpaung, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1996), h. 43. 
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yang ada dapat diterapkan walaupun tidak diawali dengan unsur aduan seperti yang 
diatur dalam KUHP. Dalam Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan pengakuan 
dan kesaksian para pelaku zina dengan menyertakan minimal empat orang saksi laki-
laki dengan beberapa syarat tertentu dan ada pula ulama yang berpendapat pembuktian 
dapat dilakukan dengan qarinah atau tanda, seperti hamilnya seorang wanita yang belum 
menikah, tanpa harus disertai dengan adanya aduan terlebih dahulu. Selain persoalan itu 
terdapat pula kesimpangsiuran terhadap mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga 
yang merupakan pihak termarjinalkan akibat tindak pidana zina yang dilakukan oleh 
pasangannya, baik suami maupun istri. 
Dewasa ini sering terjadi dalam masyarakat tindak pidana perzinahan. Dan dalam 
hukum nasional, hukuman atau sanksi yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan 
dalam masyarakat terutama dari keluarga korban perzinahan tersebut. Dari latar 
belakang di atas penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tindak 
Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan  pokok 
masalah sebagai berikut: Bagaimana komparasi antara hukum Islam dengan hukum 
nasional tentang tindak pidana perzinahan? Berdasarkan pokok masalah tersebut, 
dirumuskan  sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam dan hukum nasional? 
2. Bagaimana perbandingan tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam dan hukum 
nasional? 
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C. Pengertian Judul 
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel yang 
telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapuan variable yang dimaksud adalah 
sebagai berikut: 
1. Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa melanggar larangan tersebut.
7
 Tindak pidana juga sering diartikan 
sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun dengan tidak segaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 
2. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan seorang wanita yang tidak atau 
belum diikat oleh perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual 
tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan.
8
 
3. Zina dalam hukum Islam adalah penyaluran insting seksual yang dilakukan 
seseorang kepada lawan jenis yang tidak dalam ikatan perkawinan atau kepada 
sesama jenis atau kepada selain manusia. 
4. Zina dalam KUHP adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan gendak 
(Overspel). 
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Tri Andrisman, Hukum Pidana (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), h. 24-25. 
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Abdul Azis Dahlan, Dkk, Ensiklopedi Hukum Islam (Cet. 5; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 
Hoeve,  2001), h. 6. 
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5. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah 
Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan 
mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
9
 Menurut penyusun dalam hal ini 
hukum Islam diperuntuhkan kepada semua ummat yang beragama Islam sebagai 
batasan-batasan ataupun petunjuk dalam bertingkah laku menjalani kehidupannya 
serta sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah swt dan Rasul-Nya. 
6. Hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah 
Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga 
negara Republik Indonesia sebagai pengganti hokum kolonial. Oleh karena itu, 
dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas Islam harus pula 
diperhatikan unsur-unsur agama agar mampu mengayomi seluruh bangsa dan Negara 
dalam segala aspek kehidupan. 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, 
antara lain: 
1. Neng Djubaedah, dalam bukunya Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan 
di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam, dalam buku ini mengetengahkan kajian 
komprehensip dan sistematis tentang perzinahan dan aktivitas seksual dalam 
perspektif hukum Islam yang kemudian dikomparasikan dengan perundang-
undangan positif Indonesia saat ini. Tema utama yang menjadi pusat pembahasan 
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Mardani,  Hukum Islam ( Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 4. 
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dalam buku ini adalah perzinahan, pemerkosaan, homoseksualitas, hubungan seksual 
dengan mayat dan binatang, hukuman bagi aktivitas yang menjurus kepada perbuatan 
zina.  
2. Abdi Widjaja, dalam bukunya Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab 
Empat, dalam buku ini membahas tentang defenisi zina menurut Mazhab Empat 
yaitu Mazhab Malikiyah, Mazhab Hanafiah, Mazhab Syafi’iyah dan Mazhab 
Hanbaliah. Dalam buku ini juga menjelaskan ancaman pidana terhadap pelaku 
perbuatan zina. 
3. Hamzah Hazan, dalam bukunya Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana 
Islam. Dalam buku ini menjelaskan tentang macam-macam zina, saksi hukumnya, 
faktor penyebab kejahatan zina, proses pembuktian kejahatan zina, upaya 
pencegahan terjadinya kejahatan zina, dampak kejahatan zina. 
4. Ahmad Wardi Muslich, dalam bukunya Hukum Pidana Islam, dalam buku ini 
membahas tentang unsur-unsur jarimah zina, hukuman untuk jarimah zina, 
pembuktian untuk jarimah zina, pelaksanaan hukuman, hal-hal yang menggugurkan 
hukuman. Beliau juga menjelaskan alasan larangan zina dalam Islam, kenyataan 
memperkuat syari’at Islam dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zina.10 Di 
samping itu Beliau juga menjelaskan zina dalam pandangan hukum Islam dan hukum 
nasional. Dalam buku ini belum membahas tentang pertanggungjawaban pelaku 
perbuatan zina menurut hukum Islam dan hukum nasional. Dalam buku ini juga 
belum menjelaskan hal-hal yang dapat mengantarkan pada perbuatan mendekati zina 
                                                          
10
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam  ( Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 3. 
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dan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dari perbuatan zina serta tujuan dan 
hikmah meninggalkan zina. 
E.  Metode Penelitian 
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. 
Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode 
ilmiah secara terancang dan sistematis untuk untuk menemukan pengetahuan baru yang 
terandalkan kebenarannya (objektif dan sahih) mengenai dunia alam dan dunia sosial, 
penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari 
dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati 
fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa 
kesimpulan dari data tersebut.
11
 Metode adalah cara atau jalan yang harus ditempuh 
untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan demikian, metode berfungsi sebagai alat untuk 
mencapai tujuan. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yaitu penelitian yang 
menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, kitab undang-undang hukum 
pidana (KUHP), kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan 
objek kajian. 
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Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2014), h. 8. 
9 
 
 
 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau 
kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
12
 
Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil-dalil al-Qur’an dan 
hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia. 
3. Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer yang berasal dari literatur-
literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan 
media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan 
digunakan dua metode kutipan sebagai berikut: 
1) Kutipan Langsung 
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai 
dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. Mengutip secara 
langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya. 
2) Kutipan tidak langsung  
Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-kata, tetapi 
menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan bahasa 
                                                          
12
Abdulkadir Muhammad,  Hukum dan Penelitian Hukum (Cet. 1; Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2004), h. 52. 
10 
 
 
 
sendiri.
13
 Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan dibedakan 
untuk kepentingan kejelasan. 
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut: 
1) Identifikasi data  adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan 
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil 
adalah data yang berhubungan dengan fakta terkait dengan tindak pidana 
perzinahan dalam Hukum Positif dan hukum Islam yaitu larangan mendekati 
tindak pidana zina apalagi melakukannya. 
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan  penulisan skripsi menjadi efektif 
dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar 
dalam membahas suatu masalah. 
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
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Tim Penulis, Tips dan Cara Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi (Yogyakarta: Shira Media, 
2009), h. 117 . 
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dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 
satuan yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 
yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur 
bacaan. 
5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan  
 Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu: 
a. Untuk mengetahui tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam dan 
hukum nasional. 
b. Untuk mengetahui perbandingan tindak pidana perzinahan menurut 
hukum Islam dan hukum nasional. 
2. Kegunaan 
a. Kegunaan Teoritis 
12 
 
 
 
 Secara teoritis  penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan 
hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk 
mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan 
dalam dunia hukum, terutama hukum Islam dan hukum nasional, mengenai 
tindak pidana perzinahan. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Dapat memberikan  informasi dan pengetahuan tentang larangan 
melakukan zina. 
2) Dengan mengetahui fakta konsekuensi yang akan didapatkan apabila 
melakukan ini diharapkan untuk adanya kesadaran kepada pelaku 
untuk tidak melakukan tindak pidana zina. 
3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang 
terkait dalam menangani masalah tindak pidana menurut hukum Islam 
dan hukum nasional. 
4) Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi 
pengajar maupun pelajar mengenai larangan melakukan perbuatan 
zina. 
13 
BAB II 
PERSPEKTIF TEORITIS TENTANG PERZINAHAN 
A. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam 
Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam 
pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan 
perkawinan.
1
 Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan 
hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina 
wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat
2
 dan atas dasar syahwat. 
Zina diartikan sebagai hubungan kelamin anatara laki-laki dengan perempuan 
yang bukan suami istri yang sah (di luar nikah).
3
 Kata “zina” ini berlaku terhadap 
seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum.
4
 Islam menganggap 
zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan 
yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang 
akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar yang akan 
mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan 
nama baik dan harta benda, serta menyebarluaskan berbagai macam penyakit baik 
jasmani maupun rohani. 
                                                          
1
 Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 
31. 
2
 Yang dimaksud dengan syubhat adalah yang diragukan keabsahannya, seperti nikah 
tanpa wali. 
3
 Zainal Abidin, Hukum Pidana  (Jakarta: Prapanca, 1962), h. 117. 
4
 A. Rahman I Doi, Hudud dan Kewarisan (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
1996), h. 35-36.  
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Para ulama dalam memberikan defenisi zina ini berbeda redaksinya, namun 
dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini akan penyusun kemukakan empat 
defenisi menurut mazhab yang empat. 
1. Pendapat Malikiyah 
 Mazhab Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah persetubuhan yang 
dilakukan oleh orang mukallaf terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan 
miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
5
 Oleh karena itu, jika tidak terjadi 
hubungan seksual seperti percumbuhan, bukan termasuk zina, meski tetap 
diharamkan kemudian yang dilakukan oleh seorang mukallaf maksudnya adalah 
orang yang akil baligh.  
2. Pendapat Hanafiah 
Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kemaluan seorang 
perempuan yang masih hidup dan bukan dalam terpaksa di dalam negeri yang adil 
yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita 
tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
6
 Oleh  karena itu, 
apabila laki-laki melakukannya sesama jenis atau perempuan dengan sesama 
jenis, tidak termasuk kriteria zina walupun tetap berdosa.     
3. Pendapat Syafi’iyah 
Syafi‟iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan 
defenisi zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan yang diharamkan 
                                                          
5
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 
6. 
6
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 6  
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karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
7
 
Oleh karena itu, masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke 
dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa 
syubhat.   
4. Pendapat Hambaliyah 
Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap 
kemaluan maupun dubur (bukan kemaluan).
8 Jika kita menganalisa dari beberapa 
defenisi tersebut maka pada substansinya adalah sama, yaitu bahwa zina adalah 
hubungan kelamin antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak melalui 
sebuah pernikahan, akan tetapi ada sedikit perbedaan yang dikemukakan oleh  
mazhab hambaliyah yang menegaskan bahwa zina adalah perbuatan keji yang 
dilakukan terhadap kemaluan atau bukan kemaluan (pantat). 
Dari berbagai  macam definisi tentang zina diatas maka dapat penyusun 
simpulkan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam 
vagina) diluar ikatan pernikahan yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang 
dapat merusak kehormatan/perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam 
vagina). 
Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah 
dipenjarakan di dalam rumah dan di sakiti, baik dengan hukuman terhadap 
badannya maupun dengan dipermalukan, sebagaimana dalam firman Allah QS al- 
Nisa /4: 15-16. 
                                                          
7
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 7. 
8
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 7. 
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                          
                          
                              
          
Terjamahnya: 
“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah 
ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). 
kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah 
mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, 
atau  sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang 
yang  melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman 
kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, 
maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang.”9 
 
Setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam 
hukuman zina. Ketentuan bahwa perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang 
ditetapkan dalam firman Allah QS al-Isra‟ /17: 32. 
                      
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”10 
 
Larangan zina menurut ayat diatas merupakan larangan yang utama dalam 
konsep pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. Namun demikian, larangan itu 
juga berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan 
                                                          
9
 Kementerian Agama RI, al-Quran dan terjemahannya (Bandung, PT. Mizan Bunaya 
Kreativa, 2011), h. 81. 
10
 Kementerian Agama RI, al-Quran dan terjemahannya, h. 286. 
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pendahuluan yang mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina seperti 
berkhalwat (menyepi berduaan), memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, 
meraba, memeluk, mencium ataupun kencang dengan pasangan selingkuhannya. 
Larangan zina bermuara pada upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia 
sebagai makhluk yang terhormat yang membedakan dengan hewan yang tidak 
pernah berfikir soal kehormatan dari sebuah keluarga dengan silsilah yang jelas. 
Agar manusia tetap sebagai makhluk yang terhormat dan dalam melakukan 
aktivitas seksualnya secara terhormat, Islam membuat syariat pernikahan sehingga 
penyaluran kebutuhan biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat.
11
 
1. Unsur-unsur tindak pidana perzinahan menurut Islam. 
Yang bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur-unsur yaitu: 
a. Adanya persetubuahan (sexual Intercourse) antara dua orang yang berbeda 
jenis kelaminnya (heterosex), dan tidak adanya keserupaan atau kekeliruan 
(syubhat) dalam perbuatan seks (sex act). 
b. Tidak adanya unsur paksaan dalam tindak perzinahan tersebut dengan unsur 
pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan 
misalnya berciuman atau berpelukan belum dapat dikatakan berbuat zina yang 
dapat dijatuhi hukuman had berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau 
rajam bagi yang sudah pernah kawin tetapi mereka bisa dihukum ta‟zir yang 
bersifat edukatif.
12
 Oleh karena itu, hikmah disyariatkankannya hukuman 
                                                          
11
 Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Cet. 1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), 
h. 149-150. 
12
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 35. 
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ta‟zir bersifat edukatif sama dengan hikmah yang ada dalam hukuman had 
yakni hukuman merupakan penghapus dosa. 
2. Hukuman tindak pidana perzinahan dan dasar hukumnya. 
Dalam hukum Islam, hukuman perzinahan dijatuhkan berdasarkan berbagai 
macam perilaku, macam-macam penjatuhan hukuman tersebut di dasarkan atas 
macam-macam penjatuhan hukuman tersebut di dasarkan atas macam-macam zina 
yaitu: 
a. Zina Muhshon. 
 Para ulama sepakat hukuman bagi pezina muhshon (pezina yang telah 
menikah dan berzina dengan selain pasangan yang dinikahinya) adalah rajam 
sampai mati. Akan tetapi ada sebagian ulama‟ yang menggabungkan ke dalam dua 
macam, yaitu dera seratus kali dan rajam. Pendapat ketiga menyebutkan 
hukumnya hanya rajam tanpa dera. Syarat-syarat pemberian atas hukuman 
muhshon antara lain: 
1. Mukallaf. Berakal waras dan sudah sampai pada akal baligh. Sehingga apabila 
ia terganggu jiwanya tidak bisa dianggap zina. 
2. Merdeka. Jika seorang budak maka tidak bisa dikenakan hukuman zina. 
3. Pernah Menikah. Maksudnya adalah pezina yang di maksud pernah bersuami 
atau beristri dalam ikatan pernikahan yang sah. 
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b. Zina Ghoiru Muhshon. 
Para ulama‟ sepakat hukuman untuk perawan atau jejaka adalah dera 
sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun.
13
 Sebagaimana dalam 
firman Allah QS al-Nur /24:2. 
                             
                                      
Terjemahnya : 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”14 
 
Sedangkan hukuman pengasingan ada berbagai macam pendapat. 
Diantaranya adalah menurut Syi‟ah Zaidiyah hadits hukuman pengasingan. 
Sedangkan  menurut jumhur yang terdiri dari Malik, Syafi‟i dan Ahmad yang 
biasa disebut Ijma‟ berpendapat hukuman dera bersamaan dengan hukuman  
pengasingan.   
Cara hukuman pengasingan itu sendiri berbeda. Menurut Hanafi dan Syi‟i 
Zaidiyah bahwasanya hukuman isolasi adalah dengan mengeluarkannya dari 
daerah perzinahan tersebut dengan pengawasan supaya tidak melarikan diri atau 
kembali kedaerah asal sebelum masa pengasingan selesai, dan apabila kembali 
ketempat  asal maka ia akan dikembalikan ke pengasingan dan penghitungan di 
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Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 42. 
14
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, 286. 
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mulai kembali dari pengembalian ke daerah pengasingan tersebut, akan tetapi 
menururt imam Hambali penghitungannya tetap di hitung sejak di asingkan 
pertama kali tersebut. 
c. Homo seksual Musahaqah 
Adapun hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual
15
 di kalangan 
ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Syafi‟i dan 
Imam Ahmad hukuman bagi orang yang zina. Mereka beralasan bahwa al-Qur‟an 
menyamakan diantara keduanya.
16
 Dasar keharaman homo seksual adalah QS al-
A‟raf/ 7: 80-81. 
                             
                           
Terjemahnya: 
“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala 
Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan 
faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) 
sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan 
nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah 
kaum yang melampaui batas.”17 
 
Sedangkan hukuman untuk zina ini adalah bunuh tanpa memperhatikan 
muhson maupun tidak. Sebagaimana sabda Rasullulah saw: 
                                                          
15
Yang dimaksud dengan homoseksual menurut bahasa ialah perbuatan memasukkan 
penis (zakar) ke dalam anus laki-laki atau anus wanita dan perbuatan ini adalah terkutuk dan sudah 
ada pada zaman Nabi Luth as. 
16
 A. Djazuli, Fiqh Jinayah  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),  h. 38. 
17
 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 161. 
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ٍور خمَع بَِأ ِنخب وِر خمَع خنَع ،ٍد َّمَُمُ ُنخب ِزِيزَعخلا ُدخبَع َانَر َب خخَأ :َلَاق ، ُّيِعَاُز خلْا َةَمَلَس ُوَبأ اَن َث َّدَح ،َةَِمر خكِع خنَع ،
 ِنخبا ِنَع ،ٍطوُل ِم خو َق َلَمَع ُلَم خع َي ُهُوُتُ خدَجَو خنَم " :َمَّلَسَو ِوخيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ،ٍساَّبَع
 ِوِب َلوُع خفَمخلاَو َلِعاَفخلا اوُل ُت خ قَاف
18.  
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah al-Khuza'i berkata; telah 
mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari 'Amru bin Abu 
'Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan 
perbuatan kaum Luth (homosex), maka bunuhlah pelaku dan yang 
diperlakukannya". 
 
Menurut riwayat khulafah bahwasanya imam Abu Bakar dan Imam Ali 
berpendapat bahwasanya hukuman untuk homo adalah dibunuh dengan pedang 
kemudian di bakar, sedangkan Imam Umar dan Imam Utsman adalah di jauhi 
benda-benda yang berat sampai tewas.
19
 Oleh karena itu, hukuman pelaku homo 
mendapatkan laknat, di hukum bunuh baik yang jadi subjek maupun objek.  
d. Lesbian. 
Istilah lesbian diperuntukkan bagi panggilan wanita-wanita yang melakukan 
hubungan seksual sesamanya. Lesbian merupakan salah satu bentuk kebalikan 
homoseks, artinya para wanita lesbian itu cenderung untuk mencintai sejenisnya 
dan ia akan mendapatkan kepuasan seks bila dilakukan dengan wanita dan bukan 
dengan laki-laki . 
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Abu „Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, 
Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal, Juz. IV (t.tp: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M.), h. 
464. Lihat juga, Muhammad bin „Isa bin Surah bin Musa bin al-Duhak, al-Jami‘ al-Kabir Sunan 
al-Tirmizi, Juz. III (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998 M), h. 109. Lihat juga, Ibn Majah Abu 
„Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibn Majah, Juz. II (t.tp: Dar Ihya‟ al-Kutub 
al-„Arabiyah, t.th.), h. 856. 
19
Armaidi Tanjung, Free Sex No, Nikah Yes! (Jakarta: Amzah, 2007), h. 31.  
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Menurut Sayyid Sabiq, bahwa lesbian di hukum ta‟zir yaitu suatu hukuman 
yang berat atau ringan, diserahkan kepada pengadilan. Jadi hukuman terhadap 
lesbian lebih ringan bila dibandingkan dengan hukuman homoseksual. Hal ini 
disebabkan karena lesbian melakukan hubungan seks dengan cara menggesekkan 
saja, berbeda dengan homoseks. Namun perbuatan ini tetap diharamkan, karena 
bertentangan dengan fitrah manusia, moral dan agama.
20
 Oleh karena itu, setiap 
perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina tetap di haramkan karena dapat 
merusak akhlak dan moral. 
e. Zoovilla (ittiyan al-Bahima) 
Para ulama sepakat keharaman bersetubuh dengan hewan, hanya saja untuk 
hukumann mereka masih berbeda pendapat. Imam Syafi‟i mengatakan 
bahwasanya orang yang bersetubuh dengan hewan harus di bunuh sebagaimana 
sabda Rasulullah: 
 َع ِنخبا ِنَع ،َةَِمر خكِع خنَع ،ٍور خمَع بَِأ ِنخب ِور خمَع خنَع ،ٍللاِب ُنخب ُناَمخيَلُس اَن َث َّدَح ،ٍديِعَس ُوَبأ ِنَِث َّدَح :ٍساَّب
 َمَّلَسَو ِوخيَلَع ُالله ىَّلَص َِّللَّا َلوُسَر َّنَأ َةَميِهَبخلا اوُل ُت خ قاَو ،ُهوُل ُت خ قَاف ٍةَمِيَبَ ىَلَع َعَقَو خنَم :َلَاق
21. 
Artinya: 
Telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman bin Bilal dari 'Amru bin Abu 'Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas; 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang 
menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan juga binatangnya". 
 
                                                          
20
 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 66-67. 
21
Abu „Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, 
Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal, h. 242. Lihat juga, Abu Dawud Sulaiman bin al-„As bin 
Ishaq al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Juz. IV (Beirut: al-Maktabah al-„Asriyah, t.th.), h. 159. Lihat 
juga, Muhammad bin „Isa bin Surah bin Musa bin al-Duhak, al-Jami‘ al-Kabir Sunan al-Tirmizi, 
Juz. IV, h. 56. 
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Sebagian ulama lain berpendapat bahwa orang yang melakukan zina dengan 
dengan hewan itu dapat dihukum, hewan yang menjadi korbannya tidak berdosa 
karena tidak mempunyai akal. Bila hukuman had dijatuhkan, hukuman itu disebut 
al- Ula.
22
 Oleh karena itu, seseorang yang menyetubuhi binatang harus di hukum 
agar ada efek jera untuk tidak berbuat yang seperti itu lagi. 
f. Necrovilia (bersetubuh dengan mayat) Ittiyam Al-Mayati. 
Dalam kasus menyetubuhi mayat ini, ulama‟ pun berbeda pendapat 
mengenai hal ini. Pendapat yang pertama datang dari Imam Hanafi bahwahsanya 
perbuatan tersebut tidak dikenai tindak pidana zina, dengan demikian pelakunya 
hanya dikenai dengan hukuman ta‟zir, alasannya adalah bahwa persetubuhan 
tersebut dapat dianggap tidak melakukan persetubuhan karena organ tubuh mayat 
sudah tidak berfungsi, dan menururt kebiasaan hal ini tidak menimbulkan 
syahwat. 
Pendapat kedua datang dari Imam Syafi‟i dan Hambali. Perbuatan tersebut 
dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had apabila pelakunya bukan suami-
istri. Sebab perbuatan tersebut merupakan persetubuhan yang di haramkan bahkan 
dosanya lebih berat dari pada zina, karena menabrak dua dosa yaitu zina dan 
kehormatan mayat. 
Pendapat ke tiga dari Imam Malik, apabila seorang menyetubuhi mayat dan 
bukan istrinya maka perbuatannya tersebut dianggap zina dan harus di hukum 
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 A. Rahman I Doi, Hudud dan Kewarisan (Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
1996), h. 50-51. 
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had, akan tetapi jika disetubuhi itu istrinya ia tidak dikenai hukuman had, dan jika 
yang melakukan persetubuhan itu perempuan terhadap laki-laki yang telah 
meninggal hukumannya hanyalah ta‟zir.23 Oleh karena itu, meskipun banyak 
perbedaan pendapat dari kalangan ulama perbutan itu tetap merupakan dosa besar 
karena telah merusak kehormatan mayat. 
g. Pemerkosaan. 
Akibat perilaku pemerkosaan itu, maka banyak gadis-gadis yang hamil 
sehingga menimbulkan perasaan sedih, takut, malu, merasa rendah diri, dan 
hina.
24
 Islam dalam berbagai ayat al-Qur‟an maupun teks hadits melarang 
perzinahan. Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita 
yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). Dalam hal ini 
keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat. Alasannya adalah 
firman Allah dalam QS al- Baqarah /2: 173. 
                           
Terjamahnya: 
“Tetapi Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia 
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada 
dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.”25 
 
Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak 
perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik  dengan perzinahan. Tindak perkosaan 
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 15. 
24
Yatimin, Etika seksual dan penyimpangannya dalam Islam (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 
2003), h. 106.  
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 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 27. 
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memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan 
kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban. 
Unsur pemaksaan dalam tindak kejahatan, diperbincangkan dalam fiqh 
jinayah sebagai unsur yang bisa meringankan atau melepaskan korban yang di 
paksa dari jeratan hukum. Tetapi unsur tersebut tidak banyak di perbincangkan 
sebagai unsur pemberat terhadap ancaman hukuman suatu tindak kejahatan bagi 
pelaku, apalagi menjadikannya tindakan kejahatan tersendiri. Tetapi pemaksaan 
dan kekerasan dalam kasus perkosaan, tidak layak bagi korban. Karena korban 
memang tidak melakukan tindak kejahatan sehingga tidak pantas sama sekali 
untuk dikenakan ancaman hukuman. Pelaku jarimah zina dapat di kenai hukuman 
apabila perbuatannya tidak dapat memenuhi tiga macam cara pembuktian, yakni: 
1. Pembuktian dengan saksi. 
Para ulama‟ sepakat bahwa jarimah zina hanya dapat di buktian kecuali 
dengan empat orang saksi. Sebagaimana dalam Al-Qur‟an : 
a. QS. An-Nisa‟ /4: 15. 
                          
                             
Terjemahnya: 
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 
empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila 
mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita 
itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 
memberi jalan lain kepadanya.
26
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26 
 
 
 
 
b. QS. al-Nur /24: 6. 
                         
                 
Terjemahnya: 
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat 
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 
(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu menerima 
kesaksian mereka unuk selama-lamanya, dan mereka itu adalah orang-orang 
yang fasik.
27
 
 
Pengakuan dapat di gunakan  sebagai alat bukti untuk jarimah zina dengan 
syarat berikut:  
a. Menurut Abu Hanafiah dan Imam Ahmad, pengakuan harus disebutkan 
sebanyak empat kali. 
b. Pengakuan harus dilaksanakan secara terperinci dan menjelaskan tentang 
hakikat perbuatan sehingga dapat menghilangkan ketidakjelasan dalam 
perbuatan zina tersebut. 
c. Pengkuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali 
dari orang yang berakal dan memiliki kebebasan. 
d. Imam Abu Hanafi mensyaratkan bahwasanya pengakuan harus di 
nyatakan dalam sidang pengadilan. 
2. Pembuktian dengan Qarinah 
Qarinah (tanda) yang dianggap sebagai alat pembuktian adalah timbulnya 
kehamilan pada wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. 
                                                          
27
Kementerian  Agama RI , Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 351. 
27 
 
 
 
Disamakan dengan wanita yang tidak bersuami, wanita yang kawin dengan anak 
kecil, atau dengan yang sudah baligh akan tetapi kandungannya lahir sebelum 
enam bulan. Apabila jarimah zina sudah dapat di buktikan dan tidak ada syubhat, 
maka hakim harus memutuskannya dengan menjatuhkan hukuman had, yang 
melaksanakan adalah imam atau pejabat yang di tunjuknya.
28
 Oleh karena itu, 
hakim harus berlaku adil memutuskan perkara yang mengunakan qarinah sebagai 
alat bukti. 
B. Pengertian Zina Menurut Hukum Nasional 
Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang 
telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.
29
 
Kejahatan zina dirumuskan dalam pasal 284, yang selengkapnya adalah sebagai 
berikut. 
(1) Diancam dengan pidana penjarara paling lama sembilan bulan: 
1. a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina,  padahal 
    diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; 
b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina, padahal 
    diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; 
2. a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal 
    diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin; 
b. Seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan 
     perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah      
    telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya; 
 
(2)  Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang 
        tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang 
        waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan 
       ranjang karena alasan itu juga. 
(3)  Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73, dan 75. 
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang 
       pengadilan belum dimulai. 
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 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politea, 1995), h. 209. 
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(5)  Jika suami/istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama 
        perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang 
       menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
30
 
 
 Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat (1) saja, terdiri dari 
empat macam larangan, yakni: 
1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW 
berlaku baginya; 
2. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui 
bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya; 
3. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya 
telah kawin; 
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang 
diketahuinya bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya; 
Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, 
apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu: 
1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau 
bukan istri; 
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW; 
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan; 
Apabila pada laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak 
berlaku Pasal 27 BW, sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi 
kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW, dan diketahuinya bahwa 
laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah 
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melakukam kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina, yang 
dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Turut 
serta melakukan zina ini, dilihat dari pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai 
pembuat peserta (mede pleger). 
Jadi untuk berkualitas turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat, 
yaitu: 
1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya 
atau bukan istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah; 
2. Dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 BW; 
3. Temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 BW; 
4. Diketahuinya (unsur kesalahan: kesengajaan) bahwa: 
a. Temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan 
b. Yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuh itu. 
Dengan disebutkan hanya pasal 27 BW sebagai ukuran, timbul keganjilan. 
Warga negara indonesia yang tunduk pada pasal 27 BW adalah orang-orang Eropa 
dan Cina. Yang tidak tunduk adalah orang-orang indonesia asli, orang-orang 
Arab, India dan Pakistan, serta orang-orang lain yang bukan orang Eropa kecuali 
Cina. Maka, tidak hanya orang-orang Islam di antara orang-orang Indonesia asli 
dan lain-lain, tetapi orang kristen di antara mereka tunduk kepada peraturan 
bahwa tindak pidana zina hanya dapat dilakukan oleh seorang isteri, tidak boleh 
30 
 
 
 
seorang suami, sedangkan mereka tunduk pada peraturan monogami. Hal ini tidak 
logis.
31
 
Sementara itu, apabila baik laki-laki maupun perempuannya tidak tunduk 
pada pasal 27 BW, kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuannya tidaklah 
melakukan kejahatan zina, dengan demikian juga tidak ada tidak ada yang 
berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Begitu juga apabila baik laki-lakinya 
maupun perempuannya tidak sedang terikat perkawinan artinya tidak sedang 
beristri atau tidak sedang bersuami walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW, 
maka kedua-duanya laki-laki atau perempuannya yang bersetubuh itu tidak 
melakukan zina maupun turut serta melakukan zina. 
Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, dimana dalam waktu yang 
bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri, dan seorang 
perempuan hanya boleh dengan satu suami. Apa yang dimaksud dengan 
bersetubuh atau persetubuhan, Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu 
arrestnya menyatakan bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin 
laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk 
memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin 
perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.
32
  
Tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksudkan dalam Pasal 284 
(1) KUHP merupakan suatu opzettleijk delick atau suatu tindak pidana yang harus 
di lakukan dengan sengaja. Itu berarti unsur kesengajaan tersebut harus terbukti 
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ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur 
kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak 
pidana perzinahan yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan 
angka 2 huruf a ataub KUHP. Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau 
dalam bentuk maksud untuk melakukan perzinahan pada diri pelaku ternyata tidak 
dapat di buktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan 
hukum atau ontslag van rechtsvervolging bagi pelaku. 
Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 284 ayat (1) angka 1 
huruf  a dan angka 2 huruf  b KUHP, undang-undang telah mensyratkan adanya 
pengetahuan para pelaku yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 27 
Burgerlijk Wetboek itu berlaku bagi dirinya atau berlaku bagi laki-laki dengan 
siapa seorang pelaku wanita itu telah melakukan perzinahan.  
Jika di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, pengetahuan 
tentang berlakunya ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Burgerlijk Wetboek 
ternyata tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh hakim, maka hakim 
akan memberikan putusan bebas atau vrijspraak bagi pelaku. Tentang perbuatan 
mana yang apabila dilakukan orang dapat dipandang sebagai suatu perzinahan, 
ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya, seolah-olah 
dimaksudkan dengan perzinahan sudah jelas bagi setiap orang.
33
 Oleh karena itu, 
hakim harus adil dalam memutuskan perkara sehingga tidak ada rasa cemburu 
atau sakit hati terhadap kedua pelaku perzinahan tersebut. 
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Di daerah Bugis Makassar, perempuan yang bersuami yang tertangkap 
basah oleh suaminya melakukan mukah
34
 dengan seorang laki-laki dibunuh oleh 
suami sebagai siri. Yang menyulitkan hakim ialah siri itu tidak menjadi dasar 
pembenar dalam hukum pidana. Yang paling tepat diterapkan ialah pidana yang 
sangat ringan, misalnya pidana bersyarat.
35
 Seperti telah dikemukakan bahwa 
KUHP maupun RUU-KUHP tidak melarang orang-orang melakukan hubungan 
seksual, baik dengan lawan jenis maupun sejenis, asal dilakukan atas dasar suka 
sama suka dan keduanya telah dewasa serta keduanya tidak dalam ikatan 
perkawinan yang sah dengan yang lain. Meskipun Pasal 420 dan Pasal 422 RUU-
KUHP mengatur tentang larangan bagi orang-orang yang tidak terikat perkawinan 
(bujang dengan gadis, atau duda dengan janda) melakukan persenggamaan di luar 
perkawinan, namun menurut kedua pasal tersebut, hubungan persenggamaan yang 
dilakukan orang-orang bersangkutan baru dapat dianggap melanggar kesusilaan, 
apabila masyarakat setempat merasa terganggu rasa kesusilaannya. Dan orang 
yang dapat melakukan pengaduan adalah hanya orang-orang tertentu, yaitu 
keluarga dari kedua bela pihak atau salah satu pihak sampai derajat ketiga, atau 
Kepala Adat setempat, atau Kepala Desa atau Lurah setempat. Orang-orang selain 
mereka (Kepala Adat, Kepala Desa/Lurah) tidak berhak melakukan pengaduan 
kepada pihak yang berwajib.
36
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Sementara itu dalam KUHP Republik Indonesia, kategori zina muhsan dan 
ghairu muhsan tidak dikenal. Dalam Pasal 284, zina hanyalah zina yang yang 
pelakunya sudah terikat dengan akad nikah, yaitu kasus perselingkuhan yang 
terjadi dalam rumah tangga dan termasuk dalam delik aduan, sehingga di samping 
KUHP tidak mengenal istilah zina ghairu muhsan, di dalamnya juga mengandung 
pengertian bahwa selama para pelaku suami atau istri yang tetap merasa aman 
dengan delik perzinahan yang dilakukan pasangannya, maka pelaku tidak dapat 
dituntuk karena tidak diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Jadi, berarti 
Pasal 284 KUHP ini tidak akan berfungsi untuk mencegah terjadinya perbuatan 
zina dalam masyarakat, dan bahkan memberi peluang.”37 
Demikian sekilas perbandingan pandangan antara fiqh jinayah dan KUHP. 
Boleh jadi, maraknya kasus MBA (married by accident) yang sangat sering terjadi 
di masyarakat merupakan akibat dari rumusan KUHP bahwa apabila hubungan di 
luar nikah dilakukan atas dasar suka sama suka oleh pasangan yang belum terikat 
pernikahan tidak disebut sebagai perbuatan zina.
38
 Menurut penyusun, perzinahan 
merupakan suatu permasalahan serius yang harus mendapat perhatian khusus dari 
pemerintah dikarenakan zina merupakan perbuatan yang merusak moral dan masa 
depan para generasi muda. Dalam hal ini harus ada peraturan yang tegas dan 
lengkap dalam hukum nasional kita dalam mencakup zina gairu muhsan dan zina 
muhsan secara jelas sehingga semua perzinahan baik yang telah menikah ataupun 
belum menikah dapat dijerat dan diberikan efek jera. 
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  BAB III 
PERANAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL DALAM 
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN 
A. Peran Hukum Islam dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. 
Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk melindungi dan 
mengayomi seluruh rakyat dari segala bentuk usaha atau perbuatan yang melawan 
hukum. Salah satu diantaranya ialah dengan cara menegakkan hukum secara adil 
dan tegas. Upaya seperti itu dimaksudkan agar masyarakat dapat hidup sejahtera, 
damai, dan teratur. 
Kejahatan zina mutlak harus dicegah, tidak saja karena akibat-akibatnya 
yang membahayakan, tetapi juga agar gejala ini tidak diterima oleh masyarakat 
sebagai pola budaya. Dengan kata lain, kejahatan zina yang dibiarkan tanpa 
dicegah dan ditanggulangi, lambat laun dapat dipandang oleh masyarakat yang 
bersangkutan sebagai hal yang normal dan wajar, serta mungkin akan melembaga 
sebagai hal yang patut. sehingga dari generasi ke generasi memandang kejahatan 
zina sebagai perbuatan terkutuk (haram) yang tidak dapat diterima oleh pola 
budaya manapun. 
Sejarah mencatat, bahwa usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan 
kejahatan zina mulai dari usaha melarang dengan kekerasan dan penyiksaan dari 
mulai di rajam dengan lemparan batu, dipenjara, dicambuk, sampai digunduli 
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kejahatan masih terus ada.
1
 Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.
2
 Tujuan perkawinan menurut Islam 
tercantum di dalam QS an-Nahl /16: 72: 
                   
                    
Terjemahnya: 
“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan 
memberimu rezki dari yang baik-baik.”3  
 
Ada beragam hal yang dapat menjadi faktor pemicu munculnya perbuatan 
zina di dalam suatu masyarakat yakni: 
1. Faktor lingkungan atau masyarakat yang memberikan pengaruh cukup besar 
terhadap tingkah laku seseorang, Khususnya remaja yang kondisinya berada 
pada masa pubertas dan pencarian jati diri mereka sehingga rentang terhadap 
pengaruh lingkungan sekitarnya. 
2. Kurangnya keteladanan yang diberikan oleh pihak-pihak yang seharusnya 
memberi atau menjadi teladan. keteladanan ini mutlak diperlukan khususnya 
oleh remaja karena contoh atau teladan memberikan kemudahan untuk proses 
pembiasaan perilaku pada kehidupan sehari-hari mereka. 
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3. Kurang konsistenya sikap dari pihak yang seharusnya memiliki tugas tersebut, 
Sikap konsisten terkadang membuat seseorang tidak memiliki patokan yang 
jelas mengenai hal-hal mana yang boleh dan mana yang tidak. 
Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah perilaku zina 
dalam masyarakat : 
1. Memperkuat pendidikan moral dan agama, baik dari orang tua, sekolah, 
maupun masyarakat. 
2. Menjaga lingkungan dari hal-hal yang bisa memengaruhi untuk berbuat zina. 
3. Menanamkan rasa cinta dan senang terhadap budaya lokal dan tidak selalu 
dengan budaya asing yang negatif. 
4. Membuka biro konsultasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan 
seks bagi para remaja. 
5. Pemerintah dan pihak yang terkait harus mengambil tindakan tegas bagi 
mereka yang melakukan tindakan zina tersebut.  
Pentingnya memenuhi tuntunan biologis Allah berfirman dalam QS Ali-
„Imran /3: 14. 
                       
                         
              
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Terjemahnya: 
“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 
emas,perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah 
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik 
(surga).”4 
Dalam ayat ini, Allah swt memberitahukan mengenai apa yang dijadikan 
indah bagi manusia dalam kehidupan dunia berupa berbagai ragam kenikmatan 
yakni wanita dan anak. Allah swt memulainya dengan menyebut wanita karena 
fitnah yang oleh wanita ditimbulkan oleh wanita itu lebih berat. Jika keinginan 
terhadap wanita itu dimaksudkan untuk menjaga kesucian dan lahirnya banyak 
keturunan, maka yang demikian itu sangat diharapkan, dianjurkan dan 
disunnahkan. 
Dengan demikian, kejahatan zina dapat dicegah dengan berusaha mawas diri 
untuk tidak mendekatkan diri terhadap hal-hal yang dapat mengantarkan pada 
mendekati perbuatan zina yakni mode dan mekap, pergaulan bebas, film dan 
bacaan porno, panti pijit dan mandi uap, bar-bar dan klap-klap malam. Perilaku-
perilaku tersebut jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif, maka akan 
merupakan anak tangga pertama untuk untuk sampai pada pelanggaran moral.  
Bahwa Allah swt menyuruh Rasul-Nya untuk menganjurkan kepada orang 
laki-laki yang beriman supaya mereka itu menahan pandangan mereka dari apa 
yang diharamkan untuk melihatnya. Dan jangan melihat kecuali yang apa yang 
dibolehkan melihatnya, kalau pandamgan mereka tertuju kepada sesuatu yang 
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diharamkan dengan tidak sengaja, maka secepat mungkin pandangan itu dialihkan 
untuk menghindari melihat yang haram itu. 
Menutup pandangan terhadap sesuatu yang diharamkan merupakan salah 
satu cara antisipatif untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Begitu 
pentingnya memelihara pandangan itu, sampai Nabi saw menjelaskan dalam suatu 
hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa sahabat Abdullah al-Bajalli bertanya 
kepada Nabi saw tentang penglihatannya kepada yang haram dengan tiba-tiba, 
maka Nabi saw menyuruhnya mengalihkan pandangannya.  
Dalam QS al-Nur /24, Allah menyuruh rasul-Nya untuk memperingatkan 
wanita-wanita yang beriman supaya tidak melihat apa yang tidak halal, seperti 
melihat aurat laki-laki dan perempuan, yakni antara pusar dan lutut bagi sesama 
laki-laki dan sesama perempuan. Tetapi hendaklah mereka membatasi penglihatan 
dari laki-laki yang bukan mahramnya, karena yang demikian itu lebih baik dan 
lebih aman. 
Wanita-wanita juga hendaknya menjaga kelamin mereka, jangan sampai 
berzina atau terlihat oleh orang lain. Janganlah wanita itu menampakkan perhiasan 
mereka kepada orang lain, kecuali yang tidak dapat disembunyikan karena 
menurut adat istiadat seperti cincin, calak, dan sebagainya. Hendaklah mereka 
menutup kain kudung ke dada mereka dan jangan memamerkan perhiasannya 
kecuali kepada suami mereka, ayah, ayah suami, putra-putra suami, saudara-
saudara, putra-putra saudara laki-laki, saudara perempuan, wanita-wanita Islam, 
budak-budak yang merasa memiliki, pelayan laki-laki yang mengharapkan sesuap 
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nasi dan belum ada syahwat kepada wanita. Janganlah mereka itu menghentakkan  
kakinya yang bergelang untuk memalingkan perhatian orang untuk melihat 
perhiasan yang mestinya disembunyikan. 
Upaya memelihara pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan, 
memelihara faraj untuk tidak melakukan perbuatan zina merupakan upaya 
pencegahan agar setiap orang sebisa mungkin menjauhkan diri dari kejahatan 
zina. Larangan mendekati zina mengandung juga larangan membangun rumah 
tinggal jaraknya dekat dengan lokasi pelacuran atau jangan membiarkan lokasi 
pelacuran di lokasi yang dekat dengan pemukiman. 
Lokasi yang biasanya digunakan melangsungkan pelecehan seksual antara 
pria dan wanita yang bukan suami istri biasanya di lakukan di hotel-hotel, 
penginapan, rumah kos atau rumah kontrakan, dan vila-vila yang disediakan  
untuk para tamu. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang 
menjijikan tersebut, pemilik atau pengusaha hotel, penginapan rumah kos atau 
vila dapat mencegahnya dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya jika tamu 
hotel atau penginapan ada yang memesan kamar untuk dua orang, dan jika tamu 
itu pria dan wanita, mereka diizinkan menginap manakala mereka menunjukkan 
surat nikah. Begitu juga pemilik penginapan atau rumah kos. Jika penghuni rumah 
atau kamar kos yang legal adalah wanita, maka tamu pria yang berkunjung 
kerumah kosnya diminta agar menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah saudara 
dekat dalam arti muhrim. Paling tidak penghuni kamar kos hanya boleh menerima 
tamu pada waktu dan tempat yang ditentukan.  
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Dengan demikian, kemungkinan terjadinya perbuatan zina minimal akan 
dapat ditekan. Konsekuansinya, jika peraturan itu diberlakukan secara ketat pada 
setiap hotel, maka tingkat huniannya akan semakin kurang, Hal itu juga akan 
berdampak pada kurangnya pendapatan negara. Pertanyaan kemudian, 
bersediakah masyarakat untuk mengorbankan kepentingan material yang bersifat 
sesaat atau terus menerus melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah? 
 Oleh karena itu, untuk menjamin tegaknya hukum Allah yang mencegah 
terjadinya kejahatan maka tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum Islam adalah 
untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka 
dari hal-hal yang nafsadah. Karena Islam itu sebagai Rahmatan Lil Alamin, untuk 
memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.
5
 Menurut penyusun sangat jelas 
bahwa hukum Islam merupakan solusi terbaik bagi manusia dalam menjalani 
kehidupannya dikarenakan hukum Islam dapat memelihara dan menciptakan 
kemaslahatan bagi manusia serta tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam 
adalah wahyu Tuhan dan Sunnah Rasul-Nya sebagai pedoman serta batasan 
berperilaku sebagai ummat Islam. 
B. Peran Hukum Nasional dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. 
Upaya penanggulangan kejahatan senantiasa menjadi pembicaraan yang 
menarik bagi banyak kalangan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. 
Dalam hukum pidana ada pembicaraan mengenai norma, yakni larangan atau 
                                                          
5
 Hamzah Hasan, Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal 
(Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 147-153. 
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suruhan, dan ada sanksi atas pelanggaran norma-norma itu berupa ancaman 
pidana. Dalam kriminologi masalah penanggulangan kejahatan manjadi bagian 
penting dengan kajian penologinya yang menaruh perhatian pada pengendalian 
kejahatan dengan sistem sanksi pidana. Kejahatan perlu mendapatkan kajian 
serius mengingat kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian tersebut dapat terjadi 
pada negara, masyarakat maupun individu sehingga perlu diatasi. Pencegahan dan 
penaggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal), kesejahteraan 
masyarakat/social welfare (SW) dan “perlindungan masyarakat/social defence” 
(SD).
6
 Oleh sebab itu, negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap 
perbuatan itu serta memberikan sanksi bagi orang yang melanggarnya.  
Di samping itu dalam kenyataan sosial, reaksi sebagai upaya untuk 
menanggulangi kejahatan tidak hanya diberikan oleh negara. Masyarakat dan 
individu yang merasa dirugikan rasa keadilannya akan memberikan reaksi pula. 
Aturan pidana yang kurang layak sering menjadi obyek ketidakpuasan masyarakat 
yang akhirnya menumbuhkan reaksi sosial. Hal ini semakin jelas apabila 
diperhatikan hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum 
Nasional mengenai Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana. Baik masyarakat 
Bali, Aceh ataupun Manado memandang bahwa KUHP sekarang belum dapat 
memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kondisi di atas sangat dimungkinkan terjadi 
karena pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan pengertian 
kejahatan menurut masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut terjadi 
ketidakpuasan dari sebagian masyarakat mengenai perilaku-perilaku menyimpang 
                                                          
6
 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Penanngulangan Kejahatan (Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 77. 
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terutama dalam lingkup kesusilaan. Hal ini disebabkan karena perilaku-perilaku 
yang menyimpang dari norma-norma masyarakat belum mendapatkan tempat 
semestinya dalam hukum pidana. Sebagaimana misalnya perbuatan zina yang 
menurut pengertian masyarakat berbeda dengan pengertian zina dalam hukum 
pidana Indonesia (KUHP). 
Para penegak hukum maupun ahli hukum banyak yang menyetujui delik 
perzinahan tetap diatur sebagai salah satu delik baik dalam hukum pidana 
sekarang maupun untuk hukum pidana masa yang akan datang, walaupun 
pengertian perzinahan menurut aturan hukum pidana sekarang tidak seluas 
perzinahan menurut pandangan masyarakat, dengan mendasarkan pada beberapa 
peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hukum tidak tertulis 
serta pernyataan hasil seminar atau simposium berikut ini : 
a. Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang 
Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, 
 Kekuasaan dan Acara pengadilan-pengadilan Sipil yang berbunyi sebagai 
berikut: Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus 
dianggap sebagai perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan 
hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus 
rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang 
dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum bahwa bilamana hukuman 
adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim itu melampaui hukuman 
kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenakan 
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hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun penjara, dengan pengertian bahwa 
hukuman adat yang tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti 
tersebut di atas.
7
 
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman. Pasal 14 ayat (1) berbunyi : “Pengadilan tidak boleh menolak 
untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil 
bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya”.8 Pasal 23 ayat (1) berbunyi : “Segala putusan pengadilan 
selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus 
memuat pula pasal-pasal tertentu dari aturan yang bersangkutan atau 
bersumber dari hukum yang tidak tertulis”. Pasal 27 ayat (1) berbunyi : 
“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai -nilai hukum yang hidup”. 
c. Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963. 
Resolusi Butir IV : “Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi 
adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP 
ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi 
larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak 
menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi 
                                                          
7
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cet. 2; Jakarta: 
Kencana, 2010), h 77. 
8
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, h. 77. 
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adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa”9 Resolusi Butir VIII : 
“Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalinkan dalam KUHP” 
d. Kesimpulan Komisi II Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama 
terhadap Hukum Pidana Tahun 1975. “Tentang tanggapan terhadap perbuatan 
pidana  dalam KUHP dan perbuatan tercela lainnya, yang mempunyai norma 
yang saling menunjang antara norma hukum dan norma agama/adat, antara 
lain: 
 1). Perzinahan; 
 2). Pelacuran; 
 3). Dan lain-lain.  
Sidang mendapatkan pandangan-pandangan/pendapat-pendapat yang titik 
beratnya ditujukan kepada:  
1) Perzinahan dalam KUHP diberikan arti yang luas, karena pada waktu 
sekarang dipandang tidak cocok lagi.  
2) Mengenai perzinahan dengan pemberian sanksi harus mengawini, 
timbul persoalan apabila salah satu pihak telah dalam ikatan perkawinan di 
mana perkawinan baru dihalangi oleh perkawinan lama. Demikian juga timbul 
persoalan anak yang dilahirkan akibat perzinahan memungkinkan anak yang 
dilahirkan tetap menjadi anak zina sekalipun oleh kedua orangtuanya 
kemudian diikuti dengan perkawinan.” 
e. Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979 
                                                          
9
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, h. 77. 
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Dalam laporan sub B II mengenai “Sistem Hukum Nasional” dinyatakan 
antara lain:
10
 
a. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum 
    masyarakat Indonesia. 
b. Hukum nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping 
    itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional.
11
 
    Oleh karena itu hukum harus tegas memberikan hukuman terhadap pelaku yang 
    melanggar aturan baik itu aturan tertulis maupun tidak tertulis.  
Menurut konsep KUHP istilah yang digunakan untuk menunjuk pada 
perbuatan zina adalah dengan istilah permukahan. Hal ini apabila istilah tersebut 
tetap dipakai sampai disahkannya rancangan Undang-Undang KUHP maka akan 
menjadi istilah yang dipakai secara yuridis. Berbeda dengan KUHP sekarang yang 
aslinya berbahasa Belanda. Terdapat perbedaan pada beberapa terjemahan KUHP 
dalam mengartikan kata overspel pada pasal 284 KUHP itu. Berdasarkan pasal 
385 ayat (1) konsep KUHP pelaku tindak pidana permukahan mendapatkan 
ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan di dalam KUHP 
ancaman pidana bagi pelaku zina lebih rendah , yaitu pidana penjara sembilan 
bulan. 
Perkembangan lain yang dapat dilihat dalam pasal 385 ayat (1) konsep 
KUHP adalah bahwa konsep tidak membedakan antara pelaku yang telah kawin 
                                                          
10
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cet. 3; Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti, 2005), h. 77. 
11
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,  h. 78. 
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dengan pelaku yang belum kawin. Seperti yang dirumuskan dalam KUHP bahwa 
perzinahan hanya dapat terjadi apabila seseorang telah kawin melakukan 
persetubuhan. Sedangkan mereka yang belum kawin yang diatur dalam pasal 284 
ayat (1) angka 2 disebut sebagai orang yang turut serta. Namun di dalam rumusan 
konsep KUHP tidak digunakan kata turut sebagaimana di dalam KUHP. Dengan 
demikian, menurut konsep KUHP seseorang yang belum kawin disebut pula 
sebagai pelaku perzinahan. 
Akan tetapi pada pokoknya antara KUHP dengan konsep KUHP mempunyai 
pandangan yang sama yaitu perzinahan atau permukahan hanya dapat terjadi 
apabila keduanya atau salahsatu dari mereka sudah kawin. Di samping itu di 
dalam konsep KUHP tidak mensyaratkan lagi bagi pria itu tunduk pada pasal 27 
BW. Hal itu berbeda dengan KUHP yang mensyaratkan adanya pemberlakukan 
pasal 27 BW bagi pria yang berzina. Melihat rumusan pasal 385 ayat (2) , konsep 
KUHP menganut prinsip yang sama dengan KUHP yaitu bahwa penuntutan atas 
delik perzinahan harus didasarkan pada adanya pengaduan dari suami/isteri yang 
tercemar. 
Mengenai sifat delik perzinahan ini sebenarnya konsep KUHP tahun 1977 
sampai dengan Konsep tahun 1991/1992 (sampai dengan Desember 1992) masih 
berprinsip bahwa delik perzinahan termasuk delik biasa atau bukan delik aduan 
lagi. Akan tetapi dengan memperhatikan rumusan yang ada dalam pasal 385 ayat 
(2) konsep KUHP (sampai dengan 13 Maret 1993) kedudukan delik perzinahan 
berubah menjadi delik aduan. Selama ini masih ada perbedaan pendapat di antara 
para ahli hukum mengenai sifat delik perzinahan. Sehingga karena belum adanya 
47 
 
 
titik temu antara kedua belah pihak tersebut maka di dalam konsep KUHP 
disebutkan catatan bahwa ada pendapat delik perzinahan ini sebaiknya bukan 
delik aduan, dan karena itu menyarankan agar ayat (2), (3) dan (4) dihapuskan. 
Konsep KUHP tahun 1991/1992 sampai dengan 13 Maret 1993. 
Rumusannya Pasal 386 berbunyi sebagai berikut : 
1) Barangsiapa yang melakukan persetubuhan dengan orang lain di luar 
perkawinan yang sah, dipidana dengan denda paling banyak kategori 
I. 
2) Tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan keluarga pembuat sampai 
derajat ke tiga atau oleh kepala adat atau kepala desa setempat. Berdasarkan 
rumusan pasal 386 Konsep KUHP ini maka permasalahan bahwa permukahan 
hanya dapat terjadi apabila pelaku atau satu telah kawin sedikit teratasi. 
Karena pada dasarnya persetubuhan di luar nikah adalah permukahan juga. Di 
samping itu pasal 386 dirumuskan secara umum, baik yang sudah kawin 
maupun yang belum kawin. Adapun ancaman pidananya adalah pidana denda 
kategori I. Mengenai pidana denda dengan pengkategorian seperti yang 
dirumuskan dalam pasal 386 di atas dapat dilihat pada Buku I Ketentuan 
Umum Konsep KUHP. Di dalam pasal 73 tentang Pidana ayat (2) dan (3) 
Konsep KUHP dirumuskan sebagai berikut : 
3) Pidana denda paling sedikit adalah seribu lima ratus rupiah kecuali ditentukan 
minimum khusus. 
4) Maksimum denda ditetapkan berdasarkan kategori. 
    Ada 6 kategori, yaitu : 
1. Kategori I maksimum Rp. 150.000  
2. Kategori II maksimum Rp. 750.000 
3. Kategori III maksimum Rp. 3.000.000 
4. Kategori IV maksimum Rp. 7.500.000 
5. Kategori V maksimum Rp. 30.000.000 
6. Kategori VI maksimum Rp. 300.000.000 
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Dengan demikian berdasarkan pasal 73 Konsep KUHP di atas, apabila 
seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 
386,maka akan diancam pidana denda minimum Rp. 1.500 dan maksimum Rp. 
150.000.
12
 Dalam delik ini pun ditentukan bahwa penuntutan akan dilakukan 
hanya jika ada pengaduan. Sehingga dapat dikategorkan sebagai delik aduan. 
Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pengaduan tindak pidana ini ialah : 
a. Keluarga pembuat sampai derajat ketiga; 
b. Kepala adat setempat;  
c. Kepala desa setempat. 
Sebagaimana pasal 385 konsep KUHP, pasal 386 ini pun termasuk pasal 
yang menjadi perdebatan di antara ahli hukum.
13
 Sehingga dalam pasal 386 
tersebut disebutkan pula catatan bahwa ada yang berpendapat tindak pidana yang 
disebut dalam ayat (1) itu dihapus. Selain itu ada pula yang tidak setuju dengan 
adanya rumusan bahwa delik ini dapat diadukan oleh kepala adat atau kepala desa 
setempat seperti bunyi Pasal 387: 
1) Pria yang bersetubuh dengan perempuan dengan persetujuan perempuan itu 
     karena janji akan dinikahi, kemudian mengingkari janji itu atau karena tipu 
     muslihat lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 
     denda paling banyak kategori IV. 
2) Pria yang tidak beristeri yang bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami 
     yang mengakibatkan hamilnya perempuan itu dan ia bersedia menikahi atau 
     ada halangan untuk nikah yang diketahuinya, menurut Undang-Undang 
     perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau 
     denda paling banyak kategori IV. 
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Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, h. 121. 
13
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, h. 78. 
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Melihat ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 387 konsep KUHP di atas, 
maka dapat dilihat perkembangan di dalam masalah janji nikah. Masalah ini 
merupakan masukan dari berbagai kalangan yang melihat persetubuhan dengan 
janji untuk menikahi dan setelah wanita hamil pria yang menghamili mengingkari 
janjinya adalah perbuatan tercela menurut masyarakat. Sedangkan menurut KUHP 
perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Adapun ancaman pidana yang 
dikenakan bagi pria yang melakukan perbuatan tersebut dalam pasal 387 ayat (1) 
dan ayat (2) adalah dengan sistem alternatif yaitu dengan penjara paling 
lama empat tahun untuk ayat (1) dan paling lama lima tahun untuk ayat (2), atau 
dengan pidana denda maksimum kategori IV (Rp. 7.500.00). Pasal 387 ayat (2) 
konsep KUHP menyebutkan bahwa salah satu syarat bagi pria yang bersetubuh 
sehingga mengakibatkan hamilnya perempuan itu, untuk dapat diberikan sanksi 
pidana adalah ia tidak bersedia menikahi atau ada halangan untuk menikahi yang 
diketahuinya menurut undang-undang perkawinan. 
Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, halangan-halangan yang menyebabkan adanya larangan untuk 
menikah disebutkan dalam pasal 8, 9 dan 10 yang juga disebut sebagai syarat-
syarat materiel relatif perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak 
dikawini. Pasal 8 Undang-undang Perkawinan itu menyebutkan bahwa 
perkawinan dilarang antara dua orang yang: 
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas; 
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, 
    antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 
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    neneknya; 
c. Berhubungan dengan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak 
    tiri; 
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan 
    bibi/paman susuan; 
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri 
    dan hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, 
    dilarang kawin;
14
  
Adapun pasal 9 menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat oleh 
perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang 
tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang perkawinan ini. 
Sedangkan pasal 10 menentukan bahwa apabila suami dan isteri yang telah cerai 
kawin lagi dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, maka di antara 
mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 
menentukan lain. 
c. Perlindungan tersebut seyogyanya tidak diatur dakam KUHP karena kedua 
    pasal itu tidak merugikan masyarakat. Sedangkan ingkar janji telah diatur 
    dalam KUHPerdata. 
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Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia (Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro, Semarang, 1993), h. 18. 
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d. Perlindungan pasal 387 merupakan perlindungan yang sangat berbahaya karena 
    dapat dimanfaatkan oleh seorang wanita yang mencintai seorang pria yang 
    belum mencintainya dengan melakukan perbuatan yang menggairahkan birahi 
    si pria. 
e. Hal tersebut tidak melukiskan adanya emansipasi. Selain itu dengan pengaturan 
    sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 387 ayat (1) dan (2) di atas, di satu 
    sisi memang dapat mencegah orang melakukan perbuatan itu. Akan tetapi bila 
    ditinjau dari segi lain seolah nanti ada anggapan bahwa boleh saja bersetubuh di 
    luar nikah jika ia bermaksud menikahinya. 
Masalah lainnya adalah dengan unsur mengingkari janji pada ayat (1) dan 
tidak bersedia menikahi pada ayat (2) dikhawatirkan muncul peristiwa pria 
menikahi wanita tersebut hanya untuk menghindari hukuman kemudian 
menceraikannya. Dan muncul pula anggapan bahwa yang lebih jahat adalah 
perbuatan mengingkari janji, bukan perbuatan persetubuhan di luar nikah 
itu sendiri. 
3. Kedudukan Hukum Adat sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Konsep KUHP 
    Seperti yang telah dikemukakan di awal bahwa perzinahan merupakan salah 
    satu perbuatan yang kotor dan tercela menurut masyarakat. Walaupun hukum 
    pidana adat tidak menganut hukum tertulis, namun perzinahan bagaimana 
    bentuknya dianggap sebagai salah satu perbuatan yang dapat dikenai sanksi 
    adat. Sanksi adat sebagai reaksi sosial atas perbuatan itu terdapat perbedaan 
    antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain.
15
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 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, h. 82. 
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Berpijak pada hal demikian akan dibahas perkembangan dari konsep KUHP 
berkenaan dengan kedudukan hukum adat dalam hukum pidana nasional yang 
akan datang.  
a. Asas Legalitas Selama ini KUHP menganut asas legalitas formal. Hal ini 
    ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Tiada suatu 
    perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam 
    perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”16 Dalam 
    perkembangannya penetapan sumber hukum atau dasar dapat dipidananya 
    suatu perbuatan konsep KUHP bertolak dari pengertian bahwa sumber hukum 
    yang utama adalah undang-undang (hukum tertulis). Jadi tetap bertolak dari 
    asas legalitas dalam pengertian yang formal. Asas ini dicantumkan dalam pasal 
    1 ayat (1) konsep KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : “Tiada seorangpun 
    dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukannya 
    atau tidak dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan 
    perundangundangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”. Namun 
    berbeda dengan asas legalitas dalam KUHP selama ini, konsep memperluas 
    perumusannya secara materiel dengan menegaskan dalam pasal 1 ayat (3) 
    sebagai berikut : “Ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya 
    hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang 
    patut dipidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang 
    undangan”. 
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 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum ( Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014 ), h.114.  
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Dengan demikian walaupun sumber hukum tertulis (undang-undang) 
sebagai patokan formal yang utama, konsep KUHP masih memberi tempat kepada 
sumber hukum tidak tertulis (hukum adat) yang hidup dalam masyarakat sebagai 
dasar menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan, sepanjang tidak diatur di 
dalam undangundang. Perluasan perumusan asas legalitas ini tidak dapat 
dilepaskan dari pokok pemikiran untuk mewujudkan dan sekaligus menjamin asas 
keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dan 
kepastian hukum dengan keadilan. 
b. Penetapan Jenis-jenis Pidana Menurut pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana 
     meliputi : 
 1. Pidana Pokok :
17
 
a. Pidana mati; 
b. Pidana penjara; 
c. Pidana kurungan; 
d. Pidana denda. 
 2. Pidana Tambahan : 
a. Pencabutan hak-hak tertentu; 
b. Perampasan barang-barang tertentu; 
c. Pengumuman keputusan hakim. Dalam perkembangannya, konsep 
KUHP merumuskan bahwa pemenuhan kewajiban adat merupakan 
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 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, h. 148-149. 
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salah satu jenis pidana tambahan. Lebih lengkapnya, pasal 60 ayat (1) 
konsep KUHP merumuskan pidana tambahan adalah : 
  Ke-1 pencabutan hak-hak tertentu; 
 Ke-2 perampasan barang-barang tertentu dan tagihan; 
               Ke-3 pengumuman keputusan hakim; 
 Ke-4 pembayaran ganti kerugian; 
               Ke-5 pemenuhan kewajiban adat. 
Pencantuman pemenuhan kewajiban adat dalam konsep KUHP adalah suatu 
konsekuensi logis dari diakuinya keberadaan hukum yang hidup dalam 
masyarakat sebagai salah satu sumber hukum atau dasar dapat dipidananya suatu 
perbuatan. Hal ini juga disebabkan, reaksi sosial atas perbuatan-perbuatan yang 
mengganggu keseimbangan masyarakat tidak mungkin seluruhnya dapat 
dirumuskan dalam konsep KUHP. Seperti yang telah disebutkan di muka tindakan 
reaksi atau koreksi terhadap pelanggaran di berbagai lingkungan adat Indonesia 
meliputi : 
1. Pengganti kerugian imateriel dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi 
     gadis yang telah dicemarkan; 
2. Pembayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai 
    pengganti kerugian korban; 
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran aib; 
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4. Penutup malu, permintaan maaf; 
5. Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati; 
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum. 
    Pemberian sanksi adat terutama bagi orang yang melakukan delik perzinahan 
   antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain adalah 
   berbeda. Sehingga dimasukkannya jenis pidana ini nantinya diharapkan akan 
   dapat menampung berbagai jenis sanksi adat atau sanksi menurut hukum tak 
   tertulis. 
18
 
Melihat perumusan yang demikian itu Konsep KUHP mengenal dua pola 
sanksi yaitu sanksi formal dan sanksi informal. Sanksi formal yaitu sanksi yang 
sudah disebutkan secara konkret dan eksplisit menurut undang-undang. 
Sedangkan sanksi informal merupakan sanksi yang hidup menurut hukum tidak 
tertulis yang jenisnya tidak secara tegas disebutkan dalam undang-undang. 
Pembagian demikian tidak berarti delik menurut undang-undang tidak dapat 
dikenakan sanksi informal (pemenuhan kewajiban adat). Delik menurut undang-
undang tetap dapat dikenakan sanksi berupa pemenuhan kewajiban 
adat akan tetapi sebagai pidana tambahan. Untuk delik informal, atau tindak 
pidana yang memenuhi pasal 1 ayat (3) sanksi pemenuhan kewajiban adat 
merupakan pidana pokok atau yang diutamakan (vide pasal 90 ayat (2) konsep 
KUHP).  
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 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, h. 86. 
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BAB IV 
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL 
TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN 
A. Ketegasan Larangan Tindak Pidana Perzinahan dalam Hukum Islam 
Saat ini kita hidup dalam zaman yang amat sangat terbuka. Bahkan karena 
terlalu terbukannya pergaulan dalam masyarakat, nilai-nilai agama pun mulai 
ditinggalkan. Lihat saja sekarang, dengan mudah kita dapat menemukan berbagai 
kemaksiatan di sekitar kita. Bahkan hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina 
terpampang disekitar kita.  
Anak-anak muda zaman sekarang seakan-akan berlomba dalam hal ini. 
Begitu banyak gadis-gadis yang mempertontonkan kemolekan tubuhnya secara 
bebas, hubungan dengan lawan jenis yang melewati batas dan banyak lagi hal-hal 
yang membuat perzinahan seakan-akan menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja. 
Ditambah lagi dengan lemahnya iman dan ilmu agama yang dimiliki, membuat 
perzinahan semakin merajalela. 
Padahal, jelas-jelas dalam hukum Islam telah melarang kita untuk 
melakukan perbuatan zina. Jangankan melakukannya, mendekati saja sudah tidak 
boleh. Tentunya perintah untuk tidak mendekati dan melakukan perbuatan zina 
bukanlah tanpa sebab. Perbuatan zina merupakan sebuah perbuatan keji yang 
dapat mendatangkan kemudharatan bukan hanya kepada pelakunya, namun juga 
kepada orang lain. Banyak sekali dalil-dalil baik dari al Qur’an maupun hadist 
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yang melarang untuk melakukan perbuatan zina diantaranya adalah QS al- Isra’ 
/17: 32, QS al-Nur /24: 2. 
Dalam ayat lain juga di jelaskan larangan melakukan zina seperti dalam 
firman Allah QS al-Furqaan /25: 68-69. 
                            
                                     
                         
Terjemahnya: 
“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah 
dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali 
dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan 
yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, (yakni) 
akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal 
dalam azab itu, dalam keadaan terhina.”1 
 
Di samping itu juga dijelaskan dalam firman Allah QS al-Mumtahanah /60: 
12. 
                            
                                
                                
                 
 
 
                                                          
1
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 367 
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Terjemahnya: 
“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman 
untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan 
Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-
anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan 
dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, 
maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah 
untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.
2
 
 
Dari dalil-dalil tersebut kita dapat mengambil beberapa kesimpulan tentang 
larangan zina dalam hukum Islam. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah: 
1. Kerasnya pengharaman zina.  
Zina adalah seburuk-buruk jalan dan sejelek-jelek perbuatan. Terkumpul 
padanya seluruh bentuk kejelekan yakni kurangnya agama, tidak adanya wara, 
rusaknya muru’ah (kehormatan) dan tipisnya rasa cemburu. Hingga engkau 
tidak akan menjumpai seorang pezina itu memilik sifat wara, menepati 
perjanjian, benar dalam ucapan, menjaga persahabatan, dan memiliki 
kecemburuan yang sempurna kepada keluarganya. Yang ada tipu daya, 
kedustaan, khianat, tidak memiliki rasa malu, tidak muraqabah, tidak 
menjauhi perkara haram, dan telah hilang kecemburuan dalam hatinya dari 
cabang-cabang dan perkara-perkara yang memperbaikinya. 
2. Ancaman yang keras terhadap pelaku zina. 
Hukuman bagi pezina di khususkan dengan beberapa perkara: 
a. Kerasnya hukuman. 
b. Diumumkannya hukuman. 
c. Larangan menaruh rasa kasihan kepada pezina. 
                                                          
2
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 552 
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3. Hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah dicambuk seratus kali dan 
diasingkan selama satu tahun. Dan hukuman bagi pelaku zina yang telah 
menikah adalah dirajam sampai mati. Rasulullah saw telah merajam sebanyak 
enam orang di antaranya adalah Mu’iz, wanita al-Ghamidiyah dan lain-lain. 
4. Berzina dengan wanita yang masih mahram mewajibkan hukuman yang 
sangat keras, yakni dibunuh. 
Ibnul Qayyim berkata dalam Raaudhatul Muhibbin, “Adapun jika perbuatan 
keji itu dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan 
dari para mahramnya itu adalah perbuatan yang membinasakan. Dan wajib di 
bunuh pelakunya bagaimanapun keadaanya. Ini adalah pendapat iman Ahmad 
dan yang lainnya. 
5. Zina ada beberapa cabang, seperti zina mata, zina kaki, zina lisan, dan zina 
anggota badan. Disebutkan dalam hadist Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw 
bersabda, “Allah telah menetapkan atas setiap Bani Adam bagianya dari zina 
yang tidak bisa tidak pasti ia mendapatinya. Zina mata adalah melihat, zina 
kaki adalah berjalan (menuju seorang wanita dengan niat yang buruk),
3
 zina 
lisan adalah berbicara, hati berangan-angan serta bernafsu dan kemaluan 
membenarkan atau mendustakannya.  
 
                                                          
3
 A. Rahman I Doi, Hudud dan Kewarisan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 
30. 
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B. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Tindak Pidana 
Perzinahan. 
Kejahatan kesusilaan sebuah terminologi dapat menimbulkan bermacam-
macam makna juga mengakibatkan sulitnya dalam menyelesaikan baik pada tahap 
penyidikan penuntutan maupun pada tahap pengambilan keputusan, selain 
kesulitan dalam pengertian (batasan) juga kesulitan dalam pembuktian karena 
umumnya  kejahatan ini dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Di beberapa  
negara selain belanda, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Prancis dan lain-lain. 
Zina sebagai delik yang telah dihapus. Penghapusan zina sebagai delik itu 
didasarkan pada beberapa pertimbangan. 
1. Perbuatan zina merupakan perbuatan tercela tetapi jika tujuannya untuk 
melindungi perkawinan yang sah diberi sanksi pidana, kalau itu tujuannya, 
maka menurut mereka itu tidak dapat dipertahankan lagi, sebab rumusan 
hukum mewajibkan mereka untuk bercerai. Dengan demikian mereka kalau 
harus bercerai, akan sia-sia memberi pidana pada yang bersangkutan. 
2. Penegakan terhadap hak asasi manusia yang telah berpengaruh luas sehingga 
kesamaan hak untuk menikmati seks, dianggap milik setiap manusia dewasa. 
Kesamaan antara pria dan wanita, kesamaan antara suami dengan istri. Suami 
istreri hidup berdampingan, sejajar tanpa ada yang merasa lebih tinggi atau 
yang lebih berkuasa. 
3. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka seks telah dianggap sebagai 
suatu kebutuhan (need) orang dewasa. Menyadari hal itu, tentara yang sedang 
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berperang telah dibagikan kondom, narapidana yang sedang mengalami 
hukuman telah diberi kesempatan untuk menikmati seks.
4
 Atas dasar tersebut, 
maka kejahatan zina: 
1) Merupakan delik aduan. 
2) Dapat ditarik kembali. (selama pemeriksaan sidang belum dimulai) 
3) Pengaduan dilakukan langsung oleh suami/isteri (tidak dapat dilakukan 
oleh anggota keluarga) atau orang lain.  
Sementara dalam hukum Islam, zina sebagai persetubuhan yang dilakukan 
bukan karena nikah yang sah atau semi nikah dan bukan karena pernikahan. 
Pendapat ulama Malikiyah zina adalah mewakthu’i nya laki-laki mukallaf 
terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja.
5
 
Sedang zina dalam pengertian terminologi adalah hubungan kelamin atau 
persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya akad yang 
ditentukan oleh syara. Dalam redaksi lain seperti yang dirumuskan oleh Haliman 
bahwa delik perzinahan menurut ulama Hanafiyah melenyapkan kepala kemaluan 
laki-laki atau lebih dari seorang yang mukallaf kedalam kemaluan perempuan 
yang dilakukan tidak oleh karena pernikahan atau subhat atau dalam redaksi 
merumuskan zina sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan 
diluar akad nikah, baik salah satunya atau keduanya sudah atau belum pernah 
kawin, hubungan kelamin itu dilakukan secara suka sama suka, tidak dipaksa atau 
terpaksa, dan yang melakukannya adalah orang yang mukallaf. 
                                                          
4
 Hamzah Hasan, Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal, h.173. 
5
A Djazuli, Fiqh Jinayah, h. 35. 
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Bertitik tolak dari defenisi zina menurut hukum pidana Islam, maka unsur 
zina itu meliputi: 
1. Hubungan seksual yang diharamkan artinya memasukkan penis meskipun 
hanya sebagian kedalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma 
keluar atau tidak, wanita tersebut tidak mempunyai hubungan perkawinan 
dengan laki-laki tersebut baik perkawinan itu bersifat syubhat termasuk juga 
dalam kategori sifat haram persetubuhan yang dilakukan sesama jenis 
(homoseksual atau lesbian). 
2. Hubungan seksual itu dilakukan secara sadar dan segaja. Hubungan seksual 
yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya 
sebagian ke dalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar 
atau tidak. Wanita yang disetubuhi itu tidak mempunyai hubungan perkawinan 
dengan laki-laki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah atau syubhat seperti 
perkawinan yang berlangsung tanpa wali atau perkawinan yang dibatasi 
waktunya (nikah mut’ah), wanita bukan hamba sahya dari yang 
menyetubuhinya. Termasuk dalam kategori haram persetubuhan yang 
dilakukan sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki yang disebut homoseks 
maupun perempuan dengan perempuan yang disebut lesbian. Meskipun para 
ulama berbeda paham apakah homoseks dan lesbian termasuk kategori zina 
atau sekedar haram.  
wathi haram adalah wathi para faraj wanita bukan isterinya atau hambanya 
dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember kedalam sumur dan tetap 
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dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dengan farajnya selama 
penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.
6
 Dasar keharaman zina dalam 
hukum Islam yaitu dalam firman Allah QS al- Mukminun /23: 5-7. 
                          
                            
Terjemahnya:.  
“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri 
mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam 
hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka 
itulah orang-orang yang melampaui batas.”7 
Dalam ayat tersebut, Allah swt menerangkan dari sifat dari orang mukmin 
yang berbahagia, yaitu suka menjaga kemaluannya dari setiap perbuatan 
keji,seperti zina, mengerjakan perbuatan kaum luth (homoseks), onani, dan 
sebagainya. 
Bersenggama itu hanya dibolehkan oleh hukum Islam hanya dengan isteri 
yang telah dinikahi dengan sah atau dengan jariahnya yang diperoleh dari jihad 
fisabilillah, karena dalam hal ini mereka tidak tercela. Akan tetapi barangsiapa 
yang berbuat diluar hal ini mereka tidak tercela. Akan tetapi barangsiapa yang 
berbuat di luar hal tersebut itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 
Dalam ayat ini, sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kebahagian seorang hamba 
Allah itu tergantung kepada pemeliharaan kemaluannya dari berbagi 
penyalahgunaan, supaya tidak termasuk orang yang tercela dan melampaui batas. 
                                                          
6
 A Djazuli, Fiqih Jinayah (Cet. 3; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.36. 
7
 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 343. 
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Unsur kedua dari zina adalah perzinahan itu dilakukan dengan sadar dan 
sengaja. Termasuk dalam pengertian sadar dan segaja adalah pelaku zina itu 
mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. Implikasinya ia tidak dikenakan 
hukuman tindak pidana perzinahan jika ia tidak mengetahui dan tidak sadar 
bahwa perbuatan itu diharamkan atau wanita yang disenggamainya itu haram 
untuk digaulinya.  
Bertolak dari unsur-unsur zina tersebut, maka ahli hukum Islam 
mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga hubungan seksual 
yang dilakukan itu dikatakan sebagai tindak pidana perzinahan. Umar bin Khattab 
menetapkan syarat yaitu berakal, baliqh, atas kehendaknya sendiri, dan 
mengetahui keharamannya. Dengan demikian, hukuman zina tidak akan 
dilaksanakan kepada anak yang masih kecil, orang gila, yang dipaksa dan orang 
tidak tahu hukum keharamannya. Syarat-syarat dari kejahatan zina itu meliputi: 
1. Pelaku perzinahan itu adalah seorang yang telah cakap bertindak hukum, yang 
ditandai dengan telah baliqh dan berakal. 
2. Menurut ulama Mazhab Maliki, pelakunya seorang muslim. Oleh karenanya, 
jika perzinahan itu dilakukan oleh sesama orang kafir, maka tidak dikenakan 
hukuman. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, baik kafir maupun muslim 
dikenakan hukuman tindak pidana zina. 
3. Perbuatan itu dilakukan secara sadar dan sengaja. Jumhur ulama berpendapat 
bahwa orang yang terpaksa, baik laki-laki. 
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Sedangkan menurut unsur-unsur delik zina dalam hukum nasional adalah: 
1. Pria dan wanita 
Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang 
atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan 
pria atau wanita dengan wanita. 
2. Mengetahui lawan jenisnya terikat perkawinan, “mengetahui” merupakan 
unsur tersebut (sengaja), jika tidak mengetahui maka yang bersangkutan tidak 
dapat dituntut. 
3. Melakukan persetubuhan. 
4. Adanya pengaduan. 
Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain kecuali selain suami/isteri dan 
yang berzina itu. Pengaduan dapat diartikan sebagai keberatan dalam arti 
“ketidaksetujuan” jika telah dianggap ada “ketidaksetujuan” maka tidak 
memenuhi syarat untuk dituntut. Sebuah contoh kasus seorang suami yang 
mengawini wanita susila. Dalam hal ini si suami telah dianggap memberi 
persetujuan sehingga Hoge Road berpendapat bahwa mengadakan hubungan 
seksual dengan orang lain, bukan merupakan zina, jika telah ada persetujuan 
isteri/suami. 
Berdasarkan uraian tentang delik kesusilaan dalam hukum nasional dan 
hukum menunjukan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. 
Dimana hukum nasional melihat bahwa zina diartikan dengan persetubuhan yang 
dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang tidak kawin, dengan perempuan 
atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, dilakukan secara suka sama suka 
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diluar perkawinan yang sah. Dengan demikian tidak dianggap terjadi perzinahan 
kalau persetubuhan tersebut dilakukan oleh lelaki dengan perempuan yang 
keduanya belum kawin. Dalam hukum nasional kejahatan zina adalah delik aduan 
artinya nanti dianggap ada perzinahan bila ada pihak yang keberatan dan 
mengajukkan halnya ke pengadilan. Dapat ditarik kembali sebelum pemeriksaan 
sidang dimulai. 
Namun demikian, rancangan Undang-Undang KUHP, jika dilihat dari aspek 
jarimah (tindak pidana), sesungguhnya telah mencerminkan fikih jinayah (hukum 
pidana Islam) khususnya rumusan jarimah hudud yang salah diantara jarimah 
hudud itu adalah zina.
8
 Disini penyusun membandingkan antara hukum Islam 
dengan hukum nasional secara terperinci mengenai kasus perzinahan, maka akan 
banyak melihat perbedaan pandangan: 
1.     Menurut hukum Islam, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan 
had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, misalnya (dipukul dengan 
tongkat, sepatu, dan tangan). Dan dera ini tidak boleh berakibat fatal bagi 
yang didera. Sedangkan menurut hukum nasional (KUHP) tidak semua pelaku 
zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya pasal 284 ayat 1 dan 2 
menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi pria dan wanita 
yang melakukan zina, padahal seorang atau keduanya telah kawin, dan dalam 
padal 27 KUH Perdata (BW) berlaku baginya. Ini bisa diartikan bahwa pria 
dan wanita yang melakukan zina tersebut belum kawin, maka mereka tidak 
                                                          
8
Hamzah hasan, Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal 
(Makassar: Alauddin University Press, 2011), 171-180. 
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terkena sanksi hukuman tersebut. Tidak kena hukuman juga bagi keduanya 
asalkan telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan) atau 
wanitanya belum dewasa dapat dikenakan sanksi, hal ini diatur dalam KUHP 
pasal 285 dan 287 ayat 1.  
 2.     Menurut hukum Islam, tidak memandang zina sebagai  klach delict (hanya 
bisa dituntut) atas pengaduan yang bersangkutan. Sedangkan menurut hukum 
nasional (KUHP), perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan 
suami/istri yang tercemar (pasal 284 ayat 2). 
3.    Menurut hukum Islam, menetapkan hukuman dera jika pelaku zina yang belum 
kawin dan hukuman rajam jika telah kawin. Sedangkan menurut hukum 
nasional (KUHP), dalam menyikapi masalah perzinahan, ada berbagai variasi 
hukuman (klasifikasi). Dengan penerapan hukuman yang berbeda-beda yang 
tertuang dalam KUHP pasal 284 ayat 1dan 2, pasal 285, 286 dan 287 ayat 1.  
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BAB V 
PENUTUP 
 A. Kesimpulan 
Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok 
permasalahan yang diangkat dengan judul Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi 
Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional),  maka penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa: 
1. Tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam dan hukum nasional. 
Zina secara etimologis adalah persetubuhan haram. Sedangkan zina dalam 
pengertian terminologi adalah hubungan kelamin atau persetubuhan antara laki-laki 
dan perempuan tanpa adanya akad yang ditentukan oleh syara’. Sedangkan zina 
menurut hukum nasional adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau 
perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau 
suaminya. 
2. Perbandingan tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam dan hukum 
nasional. 
a. Menurut hukum Islam, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan 
had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, misalnya (dipukul dengan 
tongkat, sepatu, dan tangan). Dan dera ini tidak boleh berakibat fatal bagi 
yang didera. Sedangkan menurut hukum nasional (KUHP) tidak semua pelaku 
zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya pasal 284 ayat 1 dan 2 
menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi pria dan wanita 
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yang melakukan zina, padahal seorang atau keduanya telah kawin, dan dalam 
padal 27 KUH Perdata (BW) berlaku baginya. Ini bisa diartikan bahwa pria 
dan wanita yang melakukan zina tersebut belum kawin, maka mereka tidak 
terkena sanksi hukuman tersebut. Tidak kena hukuman juga bagi keduanya 
asalkan telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan) atau 
wanitanya belum dewasa dapat dikenakan sanksi, hal ini diatur dalam KUHP 
pasal 285 dan 287 ayat 1.  
b. Menurut hukum Islam, tidak memandang zina sebagai  klach delict (hanya 
bisa dituntut) atas pengaduan yang bersangkutan. Sedangkan menurut hukum 
nasional (KUHP), perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan 
suami/istri yang tercemar (pasal 284 ayat 2). 
b. Menurut hukum Islam, menetapkan hukuman dera jika pelaku zina yang 
belum kawin dan hukuman rajam jika telah kawin. Sedangkan menurut 
hukum nasional (KUHP), dalam menyikapi masalah perzinahan, ada berbagai 
variasi hukuman (klasifikasi). Dengan penerapan hukuman yang berbeda-beda 
yang tertuang dalam KUHP pasal 284 ayat 1dan 2, pasal 285, 286 dan 287 
ayat 1.  
B. Saran-saran 
1. Bagi warga negara Indonesia untuk menghindari tindak pidana perzinahan maka 
ada baiknya jika lebih memperdalam ilmu agama karena dengan pemahaman 
agama yang kuat maka kita dapat menghindari tindak pidana tersebut. 
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2. Para orang tua agar menjaga dan memelihara anak-anaknya dari hal-hal yang 
dapat menjerumuskan mereka ke dalam kerusakan. 
3. Jauhi tempat-tempat yang dapat mengantarkan kita kepada perzinahan misalnya, 
Bar, kos-kosan yang campur antara laki-laki dan perempuan, tempat karaokean, 
dll. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha kh Ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal x zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di 
bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain „ Apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m  Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
  
xii 
 
ه Ha h Ha 
ء hamzah „ Apostrof 
ى Ya y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah A A 
َ ا kasrah I I 
َ ا dammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َى fathah dan yaa’ Ai a dani 
 َؤ fathah dan wau Au   a dan u  
 
 
 
  
xiii 
 
Contoh: 
 َفْي ك : kaifa 
 َلْو ه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan Tanda Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif 
atau yaa‟ 
A A dan garis di 
atas 
ى Kasrah dan yaa‟ I I dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
U U dan garis di 
atas 
  
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah (t).sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
  
xiv 
 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر نا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة نْي  د  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْك  حْنا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى   ع ن : nu”ima 
  َو د ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf ىَ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َصًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َ ة ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف سه فْن ا : al-falsafah 
 َ د  لَ بْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  ْيا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia. 
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (َٰللّا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 
ِِّٰللاُن ْيِد diinullah َ ٰللّاا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
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B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt = subhanallahu wata’ala 
saw = sallallahu ‘alaihi wasallam 
a.s = ‘alaihi al-sallam 
H = Hijriah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
W = Wafat Tahun 
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
 Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan 
berikut : 
ص =ةحفص 
مد = ناكمِنودب 
معلص =ملسِوِويلعِاللهِىلص 
ط  =ةعبط 
ند =رشانِنودب 
لخا  =هرخاِلىا / اىرخاِلىا 
ج  =ءزج 
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